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ABSTRAK

Riset ini fokus untuk menguji pengaruh pengungkapan, SPI dan kepatuhan pada undang-undang
pada kualitas LKPD untuk seluruh pemerintah kabupaten/kota yang ada di wilayah Lampung
selama priode 2014-2018. Data penelitian ini bersumber dari BPK-RI wilayah Lampung dan
dianalisis menggunakan regresi data panel. Hasil riset menyatakan pengungkapan memiliki
pengaruh positif dan signifikan pada kualitas LKPD, sedangkan SPI dan kepatuhan pada undang-
undang berpengaruh negative pada kualitas LKPD. Dengan temuan ini, maka pemerintah daerah
yang melanggar UU dan peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan dan SPI harus diberikan
sanksi yang tegas, sehingga opini WTP yang diperoleh menunjukkan kualitas yang
sesungguhnya yakni yang bebas dari temuan-temuan audit terkait kelemahan SPI dan
ketidakpatuhan pada aturan.

Kata Kunci: pengungkapan, sistem pengendalian intern, kepatuhan pada undang-undang,
kualitas LKPD

Pendahuluan

Laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP). Hal ini dilakukan agar LKPD memiliki keandalan/kualitas tinggi dan dapat
dipakai untuk membantu pihak-pihak tertentu dalam mengambil keputusan, sehingga
keberlangsungan entitas dapat berjalan baik. Menurut (Arens et al., 2012) opini dari auditor
menjadi sinyal keandalan laporan keuangan, karena hasil audit dianggap lebih komprehensif.
Demikian juga menurut (Djanegara, 2017) menyatakan bahwa opini audit merupakan
pengukuran atas kualitas laporan keuangan.
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Laporan keuangan yang berkualitas tinggi akan mereduksi asimetri informasi, sehingga dapat
membantu pengambilan keputusan investasi menjadi lebih efisisen (Setiany & Wulandari, 2015);
mengurangi prilaku buruk (Biddle et al., 2009), sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas
alokasi serta utilisasi sumberdaya ekonomi (Bushman & Smith, 2001; Chen et al., 2011) dan
menumbuhkan kepercayaan parlemen dan stakeholder lainnya pada entitas.

Kualitas LKPD pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode 2014-2018 secara rata-
rata mengalami peningkatan meski pada tahun 2017 mengalami penurunan kuantitas opini WTP,
namun peningkatan opini WTP tersebut menyisakan temuan audit yang jumlahnya relative
cukup signifikan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Perkembangan Opini WTP dan Temuan Audit Pemda di Lampung 2014-2018

No Keterangan Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
1 Opini WTP 8 10 13 12 13
2 Temuan Audit 371 397 320 303 313

Sumber: BPK RI, 2019

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan BPK RI No. 4/K/1-XI111.2/7/2014,
opini audit yang diberikan olenh BPK RI sangat ditentukan oleh adanya (1) kesesuaian laporan
keuangan dengan standar akuntansi; (2) kecukupan pengungkapan; (3) kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan; dan (4) efektivitas SPI. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian
(Fatimah et al., 2014; Rosadi et al., 2017) yang menyatakan bahwa penerapan SPI dan kepatuhan
pada peraturan perundang-undangan berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan.
Selanjutnya, penelitian (Gaganis & Pasiouras, 2007; Latjandu et al., 2016b) menyatakan
pengungkapan berpengaruh berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Wati et al.,
(2014) menyatakan implementasi SAP berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan.
Namun, hasil penelitian (Alfiani et al., 2017) menemukan SPI dan kepatuhan tidak berpengaruh
signifikan terhadap opini LKPD dan penelitian (Rini & Sarah, 2015) menyatakan pengungkapan
tidak memiliki hubungan signifikan dengan opini BPK-RI. Penelitian ini penting dilakukan
dalam upaya meningkatkan kualitas LKPD dan juga untuk memperkuat hasil penelitian
terdahulu yang masih inkonsisten.

Tinjauan Pustaka

Stakeholder Theory

Freeman (1984) menjelaskan bahwa theory stakeholder berhubungan dengan keharusan
organisasi untuk peduli dengan kepentingan stakeholders ketika membuat keputusan strategis.
Penyajian LKPD oleh pemerintah daerah sesuai SAP merupakan bentuk komitmen pemerintah
daerah untuk menjaga kepentingan para stakeholders, karena penyusunan LKPD yang sesuai
dengan SAP akan melahirkan LKPD yang handal/berkualitas sehingga membantu para
stakeholders membantu mengambil keputusan.
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Keputusan yang diambil berdasarkan data/informasi yang berkualitas akan berdampak positif
bagi keberlangsungan organisasi dan juga meminimalisasi resiko yang mungkin akan terjadi.
Keberlangsungan organisasi para stakeholders tentunya akan melahirkan hubungan yang baik
sebagai modal social dalam melaksanakan pembangunan, karena hubungan baik antara
pemerintah daerah dan para stakeholders akan menciptkan iklim usaha, stabilitas politik dan
keamanan yang kondusif yang sangat dibutuhkan oleh semua pihak.

Pengaruh Pengungkapan terhadap Kualitas LKPD

Pengungkapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan itu sendiri dan
juga merupakan upaya menyampaikan informasi kepada para pengguna secara lengkap
(Suwardjono, 2005). Hal ini dilakukan tidak lain dalam rangka agar para pengguna dapat
memanfaatkan secara maksimal laporan keuangan sebagai referensi dalam mengambil
keputusan, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak salah dan merugikan entitas. Pengungkapan
terdiri dari pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib pada LKPD
meliputi pengungkapan tentang persediaan, investasi, asset tetap, konstruksi dalam pengerjaan
dan kewajiban yang tersaji pada catatn atas laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010). Makin
tinggi tingkat pengungkapan mengindikasikan makin berkualitasnya laporan keuangan suatu
entitas (Tresnawati & Nur Apandi, 2016). Hal ini karena semua informasi yang diungkapkan
akan bermanfaat bagi para pengguna dan meminimalisasi resiko yang mungkin timbul, sehingga
akan mengurangi asimetri informasi sebagai sumber masalah.

Hasil penelitian (Cilya et al., 2017) menjelaskan bahwa kecukupan pengungkapan berdampak
positif pada opini audit di Kalimantan Timur. Priharjanto & Wardani (2016) menemukan
pengungkapan berpengaruh positif pada opini audit di 33 pemerintah provinsi di Indonesia.
Latjandu et al., (2016) menemukan bahwa pengungkapan berpengaruh signifikan pada kualitas
laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talud. Naopal et al., (2017) menemukan
bahwa pengungkapan berpengaruh pada opini audit pada pemerintah daerah di Jawa Barat.
Temuan berbeda disampaikan (Lesmanawati, 2019) bahwa pengungkapan tidak berpengaruh
pada opini audit pada pemerintah provinsi di Indonesia. Sehingga hipotesis dirumuskan sebagai
berikut:

H; : Pengungkapan berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD

Pengaruh Kepatuhan pada Peraturan terhadap Kualitas LKPD

Peraturan dibuat oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah tentunya dimaksudkan untuk
meningkatkan kepatuhan pada hukum dan ketertiban umum yang tentunya akan berdampak
positif pada berbagai sektor seperti: ekonomi, politik, transportasi, keuangan dan social. Pada
sektor keuangan, berbagai peraturan pemerintah dibuat oleh pemerintah bersama dengan
legislatif dengan tujuan agar pengelolaan keuangan berkualitas, sehingga laporan keuangan yang
merupakan bentuk pertanggungjawaban eksekutif dapat dipercaya keandalannya. Namun
demikian, tidak semua pihak akan mematuhi peraturan pemerintah. Ketidakpatuhan pada
peraturan akan menimbulkan dampak negative, diantaranya kerugian negara (Atyanta & Rosidi,
2011) dan rendahnya kualitas laporan keuangan (Atmaja W & Probohudono, 2018).
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Hasil penelitian (Rosadi et al., 2017) menyatakan kepatuhan pada peraturan berpengaruh positif
pada hasil opini audit di 110 pemerintah daerah di Pulau Jawa. Maabuat et al., (2016)
menemukan kepatuhan pada peraturan berpengaruh positif pada opini BPK-RI di pemerintah
daerah seluruh Indonesia. Rahayu & Fidiana (2018) menemukan kepatuhan pada peraturan
berpengaruh positif pada opini audit di Provinsi Jawa Timur. Temuan yang berlawanan
disampaikan (Cilya et al., 2017) bahwa kepatuhan pada undang-undang berpengaruh negative
pada opini audit di Kalimantan Timur.

H, : Kepatuhan pada perundang-undangan berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD

Pengaruh SPI terhadap Kualitas LKPD

Pemerintah daerah merupakan organisasi yang cukup besar dan tentunya juga akan berdampak
pada aktivitas yang komplek dan frekuensi yang tinggi. Tingginya frekuensi dan kompleknya
aktivitas tentunya harus diimbangi dengan kesiapan pengamanan, sehingga aktivitas dapat
berjalan dengan baik tanpa merugikan entitas/organisasi. Sistem pengendalin intern hadir sebagai
kesiapan entitas untuk mengamankan organisasi dari tingginya frekuensi dan kompleknya
aktivitas. Merujuk pada PP No. 60/2008 SPI diartikan sebagai proses yang terintegrasi dan
melekat sepanjang aktivitas yang dilakukan oleh semua pihak pada entitas sehingga dihasilkan
keyakinan yang cukup atas tujuan organisasi. Selain itu menurut (Pane, 2018) keberadaan SPI
bertujuan untuk mencegah kecurangan dan ketidakakuratan laporan keuangan.

Untuk menilai kualitas SPI pada suatu entitas/organisasi, maka diperlukan penilaian dari pihak
tertentu dengan keahliannya untuk menilai apakah SPI telah berjalan sesuai ketentuan atau
sebaliknya. Menurut UU No. 15/2004 pihak yang berhak menilai kualitas SPI pada organisasi
pemerintah daerah adalah BPK-RI. Penilaian kualitas SPI ini dilakukan dalam rangka
menentukan kualitas opini audit yang akan diberikan kepada pemerintah daerah.

Hasil penelitian (Rosadi et al., 2017) menyatakan SPI berpengaruh positif pada hasil opini audit
di 110 pemerintah daerah di Pulau Jawa. Purbasari & Bawono (2017) menyatakan SPI
berpengaruh positif pada opini audit di 109 pemerintah daerah di Pulau Jawa. Ramon (2014)
menyatakan SPI berpengaruh positif pada opini audit di Provinsi Sumatera Barat. Namun temuan
berbeda disampaikan (Cilya et al., 2017) dimana SPI tidak berpengaruh pada opini audit di
Kalimantan Timur. Sehingga dirumuskan hipotesis:

Hs : SPI berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD

Metode Penelitian

Seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung menjadi sampel penelitian dengan
periode pengamatan 2014-2018 dan seluruh data penelitian diperolen dari BPK-RI Wilayah
Lampung. Kualitas LKPD merupakan penyajian laporan keuangan yang memiliki Kriteria
sebagai berikut: kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap undang-
undang, dan efektifitas sistem pengendalian intern yang diukur menggunakan opini audit (Arens
etal., 2012; Djanegara, 2017).
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Pengungkapan merupakan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh
pemangku kepentingan yang diukur dengan membandingkan antara pengungkapan pada LKPD
dibandingkan dengan pengungkapan menurut Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah yang
berjumlah 34 item (PP No.71 Tahun 2010; Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2018;
Rusherlistyani & Heriningsih, 2013). Kepatuhan adalah suatu sikap patuh terhadap peraturan-
peraturan terkait pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan daerah yang diukur
menggunakan temuan audit atas ketidakpatuhan pada undang-undang (Fatimah et al., 2014). SPI
merupakan proses yang terintegrasi dan melekat sepanjang aktivitas yang dilakukan oleh semua
pihak pada entitas sehingga dihasilkan keyakinan yang cukup atas tujuan organisasi yang diukur
dengan jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian intern (Fatimah et al., 2014). Analisis
data menggunakan uji asumsi klasik dan regresi data panel, dimana model regresi riset ini
sebagai berikut:

KLKPDi= o + Bipit + Bakuuit T Baspiit T€it

Dimana KLKPD;; merupakan kualitas LKPD pada periode pengamatan; Pj; merupakan
pengungkapan pada periode pengamatan; KUU; merupakan kepatuhan pada undang-undang
pada periode pengamatan; SPIj; merupakan sistem pengendalian intern pada periode pengamatan.

Hasil dan Diskusi
Tabel 2: Hasil Statistik Deskriptif

Keterangan Kualitas LKPD  Pengungkapan SPI Kepatuhan
Mean 4,00 6,58 6,90 23,84
Maximum 5,00 14,00 22,00 32,35
Minimum 1,00 2,00 2,00 8,82
Std. Dev. 1,05 2,41 3,15 6,03

Sumber: Data Diolah, 2021

Hasil statistik deskriptif menggambarkan bahwa rata-rata kualitas LKPD berada pada opini
WDP, rata-rata kualitas SP1 cukup baik dengan jumlah temuan SPI yang relative sedikit yakni
6,9 kasus temuan dan kualitas kepatuhan pada peraturan pemerintah daerah yang relative cukup
dengan jumlah temuan Kketidakpatuhan sebesar 23,84 temuan kasus. Sedangkan tingkat
pengungkapan masih rendah hanya 6,5 item dari 34 item yang diwajibkan. Kondisi ini
menjadikan pemerintah daerah di Provinsi Lampung untuk terus meningkatkan kualitas
pengungkapan, sistem pengendalian intern dan juga kepatuhan pada undang-undang sehingga
akan meningkatkan kualitas LKPD.
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Riset ini telah melakukan uji asumsi klasik dan uji pemilihan model dengan hasil yang baik dan
menghasilkan fixed effct model sebagai model regresi yang paling tepat seperti pada tabel 3:

Tabel 3: Model Regresi dengan fixed effct model

Variabel Coefficient t-Statistic Prob
C 0.825229 1.095437 0.2779
P 0.172016 6.449246 0.0000
KUU -0.035606 -1.587036 0.1180
SPI -0.052738 -1.509267 0.1368
Adj R-squared 0.745693
Prob F-statistic 0.000000

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan fixed effct model, model penelitian ini dinyatakan layak, karena nilai prob F-statistik
sebesar 0.000000 atau (0.000000 < 0.05) sehingga perubahan variabel kualitas LKPD dapat
dijelaskan oleh variabel pengungkapan, SPI dan kepatuhan pada undang-undang. Nilai prob SPI
dan kepatuhan pada undang-undang > 0.05 sehingga hipotesis 3 dan hipotesis 2 tidak terdukung,
sedangkan hipotesis 1 terdukung karena nilai prob pengungkapan < 0.05 nilai adjusted R-squared
sebesar 0.745 menunjukkan bahwa variabel pengungkapan, SPI dan kepatuhan pada undang-
undang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kualitas LKPD sebesar 74,5% dan sisanya
dipengaruhi oleh variabel lainnya seperti: karakteristik pemerintah daerah, sistem informasi
akuntansi, dan lainnya.

Pengungkapan Berpengaruh Positif pada Kualitas LKPD

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengungkapan berpengaruh positif pada kualitas
LKPD, ini berarti peningkatan item pengungkapan pada LKPD di Indonesia akan berdampak
pada peningkatan kualitas LKPD. Temuan ini mendukung penelitian (Cilya et al., 2017;
Latjandu et al., 2016; Naopal et al., 2017; Priharjanto & Wardani, 2016; Tresnawati & Nur
Apandi, 2016) yang menyatakan bahwa kecukupan pengungkapan pada laporan keuangan
berdampak positif pada opini audit dan bertentangan dengan penelitian (Lesmanawati, 2019)
yang menyatakan bahwa pengungkapan tidak berpengaruh pada opini audit.

Salah satu kreteria pemberian opini audit oleh BPK-RI adalah kecukupan pengungkapan. Makin
lengkap pengungkapan yang disampaikan oleh pemerintah daerah menunjukkan komitmen
pemerintah daerah untuk transparan dan membantu para pengguna laporan keuangan dalam
proses pengambilan keputusan dan hal ini akan memungkinkan BPK-RI memberikan opini yang
terbaik karena pemerintah daerah telah menyampaikan informasi-informasi penting yang
diwajibkan dan dibutuhkan oleh para pengguna LK. Diharapkan dengan kecukupan
pengungkapan ini dapat meminimalisasi resiko yang mungkin timbul dari sebuah keputusan.
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SPI Berpengaruh Negatif pada Kualitas LKPD

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa SPI berpengaruh negative pada kualitas LKPD,
ini berarti peningkatan kualitas SPI pada pemerintah daerah di Indonesia tidak berdampak pada
peningkatan kualitas LKPD. Temuan ini mendukung penelitian (Cilya et al., 2017) yang
menyatakan bahwa SPI tidak berpengaruh pada opini audit dan tidak mendukung penelitian
(Purbasari & Bawono, 2017; Ramon, 2014; Rosadi et al., 2017) yang menyatakan SPI
berpengaruh positif pada hasil opini audit.

SPI dirancang untuk memberikan keyakinan atas laporan keuangan, efisiensi dan kepatuhan pada
aturan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan kerjasama semua pihak, ini
penting karena implementasi SPI tidak dapat berjalan maksimal jika tidak didukung semua
pihak. SPI yang berkualitas bisa saja tidak berjalan karena ada beberapa pihak yang memiliki
kepentingan pribadi/kelompok, sehingga keberadaan SPI pada pemerintah daerah tidak dapat
memberikan dampak pada kualitas LKPD.

Kepatuhan pada undang-undang Berpengaruh negative pada Kualitas LKPD

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa SPI berpengaruh negative pada kualitas LKPD,
ini berarti peningkatan kualitas SPI pada pemerintah daerah di Indonesia tidak berdampak pada
peningkatan kualitas LKPD. Temuan ini mendukung penelitian (Cilya et al., 2017) yang
menyatakan bahwa kepatuhan pada undang-undang berpengaruh negative pada opini audit dan
tidak mendukung penelitian (Maabuat et al., 2016; Rahayu & Fidiana, 2018; Rosadi et al., 2017)
yang menyatakan kepatuhan pada peraturan berpengaruh positif pada hasil opini audit.

Seyogyanya undang-undang dan peraturan dibuat oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah
untuk menjaga ketertiban, begitupun undang-undang dan peraturan tentang pengelolaan
keuangan negara dibuat agar pengelolaan keuangan pemerintah menjadi tertib sehingga laporan
keuangan yang disusun dan dilaporkan sesuai SAP dan tentunya berkualitas. Namun dalam
prakteknya undang-undang dan peraturan yang dibuat tersebut dilanggar dengan sengaja oleh
oknum tertentu dengan tujuan tertentu yang tidak dibenarkan dan pelanggaran ini tidak diproses
dan juga tidak diberikan sanksi yang tegas, sehingga kepatuhan pada undang-undang dan
peraturan khususnya tentang pengelolaan keuangan tidak membawa dampak positif pada kualitas
LKPD.
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Kesimpulan

Temuan riset ini adalah pengungkapan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kualitas
LKPD, sedangkan SPI dan kepatuhan pada undang-undang berpengaruh negative pada kualitas
LKPD. Implikasi dari hasil riset ini berupa sanksi hukum yang tegas kepada pemerintah daerah
yang melanggar undang-undang dan peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan dan SPI,
sehingga opini WTP yang diperoleh menunjukkan kualitas yang sesungguhnya yakni yang bebas
dari temuan-temuan audit terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan pada aturan. Riset ini masih
terbatas pada pemerintah daerah yang ada di Provinsi Lampung, sehingga riset ini dapat
dikembangkan pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia agar menghasilkan temuan yang
lebih berkualitas karena didukung oleh data yang lebih meyakinkan.
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